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The Sallary system for outsourcing workers is an important aspect in
maintaining workers' welfare and creating harmonious working relationships.
However, Sallary practices in some companies are often not in accordance with the
principles of justice, both in terms of payment accuracy and contract transparency.
This research aims to examine the Sallary system for outsourcing workers at PT
Trimitra Putra Mandiri from the perspective of Islamic law. The formulation of the
problem raised is how the Sallary system for outsourcing workers is applied in the
company and how Islamic law reviews on Sallary system. This research uses a
descriptive qualitative method on field research approach. Data collection
techniques include observation, semi-structured interviews with the company and
workers, and documentation data. The analysis of data technique is used
inductively, by connecting the facts in the field with the relevant principles of
Islamic law. Based on theory of ijarah contracts in Islam, the Sallary system must
include clarity of contract, fairness of payment, and transparency in the employment
contract. The results show that the Sallary system at PT Trimitra Putra Mandiri has
weakness, such as late sallary, discrepancies of the amount of Sallary with the
contract, and lack of transparency regarding the process of determining Sallary. The
discussion reveals that this condition is not in line with the principle of justice in
Islam which emphasizes the importance of good sallary payment system according
to contract. This study concludes that the Sallary system at PT Trimitra Putra
Mandiri needs evaluation by corporate to be in accordance with the principles of
Islamic law. This improvements include increasing transparency, guaranteeing
timely payment, and aligning the Sallary system with the values of social justice in
Islam. The sugestion Sallary system at PT Trimitra Putra Mandiri can be
harmonious, fair, and sharia-compliant.
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ABSTRAK
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Sistem pengupahan bagi pekerja alih daya merupakan salah satu aspek penting
dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
Namun, praktik pengupahan di beberapa perusahaan sering kali tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi ketepatan pembayaran maupun transparansi
kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengupahan pekerja outsourcing
di PT Trimitra Putra Mandiri dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang
diangkat adalah bagaimana sistem pengupahan pekerja outsourcing yang diterapkan di
perusahaan tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data meliputi observasi,
wawancara semi terstruktur dengan pihak perusahaan dan pekerja, dan analisis
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menghubungkan
fakta-fakta di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Berdasarkan
teori akad ijarah dalam Islam, sistem pengupahan harus mencakup kejelasan akad, keadilan
pembayaran, dan transparansi dalam perjanjian kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem pengupahan di PT Trimitra Putra Mandiri masih memiliki kekurangan, seperti
keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian jumlah upah dengan kontrak, dan kurangnya
transparansi mengenai proses penentuan upah. Pembahasan mengungkapkan bahwa
kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya
pembayaran upah yang layak, tepat waktu, dan jelas sejak awal kontrak. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sistem pengupahan di PT Trimitra Putra Mandiri perlu diperbaiki
agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbaikan yang dilakukan antara lain
dengan meningkatkan transparansi, menjamin pembayaran tepat waktu, dan
menyelaraskan sistem pengupahan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Dengan
langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis,

adil, dan sesuai syariah.
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